BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang masuk dala kelompok negara berkembang,
yang mana dalam pengkalsifikasian taraf sejahteranya masyarakat, yang mana
pengangguran menjadi salah satu problem pada negara berkembang.
Pengangguran adalah problem yang sangat berbelit, hal ini di karenakan
pengangguran dipengaruhi dan mempengaruhi begitu banyaknya penyebab-
penyebab yang saling melakukan interaksi satu sama lainnya dengan bentuk yang
sulit di mengerti. Jika problematika pengangguran ini tidak secepatnya
diselesaikan akan dapat menciptakan suatu kerawanan sosial, dan dapat

memungkinkan terjadinya kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2007).

Dari sekian banyak problem yang sedang di atasi di Indonesia,
pegangguran merupakan salah satu permasalahan pokok. Pengangguran ialah
orang yang saat itu sedang menyiapkan usahanya, atau yang tidak sedang
melakukan usaha demi menemukan pekerjaan dikarenakan berfikir bahwa dirinya
tidak memungkinkan untuk mendapatkan pekerjaan, serta orang yang telah
mendapatkannya namun belum memulai pekerjaannnya, dan pada saat yang sama

mereka tidak sedang kerja (Kuncoro, 2015).

Masalah pengangguran juga dihadapi oleh negara maju, penyelesaiannya
tidak membutuhkan waktu yang lama, dimana masalah tingkat pertambahan

penduduk dan tingkat pengangguran yang terdapat di negara maju tidak terlalu



serius dibandingkan dengan negara berkembang, karena teknologi yang digunakan
untuk produksi sudah tercukupi, selain itu juga tersedia tenaga ahli dan tenaga
usahawan yang profesional, tingginya tingkat tabungan masyarakat dan
tersedianya latar modal, dan seluruh kegiatan perekonomian merupakan sektor
industri. Sedangkan pada sebuah negara yang tergolong berkembang, masalah
sempitnya lapangan pekerjaan, ledakan jumlah masyarakat, langkanya jumlah
investasi, maupun permasalahan hubungan politik. memperparah tingginya angka

pengangguran.

Tingginya angka penduduk yang menganggur pada sebuah negara bisa
mengakibatkan dampak negatif pada situasi ekonomi negara itu sendiri.
Pengangguran menjadi suatu beban bagi pemerintah pusat, beban-beban itu
misalnya angka produktifitas tenaga kerja rendah, pendapatan nasional yang
mengalami penurunan, membengkaknya biaya kehidupan yang harus dibayarkan

oleh pemerintah dan jumlah investasi masyarakat menurun.

Masalah pengangguran Indonesia merupakan masalah berat yang tidak
hanya bisa diselesaikan oleh negara tetapi juga oleh yang berwenang yang
memerintah. Jumlah masyarakat yang menganggur di Indonesia pada tahun 2019
ialah sebesar 5,23%, dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 7,07% (Badan Pusat

Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia, 2019).



Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Provinsi di Indonesia

Tahun 2017-2020 (Persen)

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)
Provinsi 2017 2018 2019 2020
Agustus Agustus Agustus Agustus
ACEH 6.57 6.34 6.17 6.59|
SUMATERA UTARA 5.60 5.55 5.39 6.91
SUMATERA BARAT 5.58 5.66 5.38 6.88
RIAU 6.22 5.98 5.76 6.32]
JAMBI 3.87 3.73 4.06 5.13
SUMATERA SELATAN 4.39 4.27 4.53 5.51
BENGKULU 3.74 3.35 3.26 4.07,
LAMPUNG 4.33 4.04 4.03 4.67
KEP. BANGKA BELITUNG 3.78] 3.61 3.58 5.25]
KEP. RIAU 7.16 8.04 7.5 10.34
DKI JAKARTA 7.14 6.65 6.54 10.95
JAWA BARAT 8.22] 8.23 8.04 10.46|
JAWA TENGAH 4.57 4.47 4.44) 6.48
DIYOGYAKARTA 3.02 3.37 3.18| 4.57
JAWATIMUR 4.00 391 3.82 5.84]
BANTEN 9.28 8.47 8.11 10.64]
BALI 1.48 1.4 1.57 5.63
NUSA TENGGARA BARAT 3.32 3.58 3.28 4.22]
NUSA TENGGARA TIMUR 3.27 2.85 3.14 4.28
KALIMANTAN BARAT 4.36 4.18 4.35 5.81
KALIMANTAN TENGAH 4.23 3.91 4.04 4.58]
KALIMANTAN SELATAN 4.77 4.35 4.18 4.74
KALIMANTAN TIMUR 6.91 6.41 5.94 6.87
KALIMANTAN UTARA 5.54 5.11 4.49 4.97|
SULAWESI UTARA 7.18| 6.61 6.01 7.37
SULAWESI TENGAH 3.81 3.37 3.11 3.77
SULAWESI SELATAN 5.61 4.94 4.62 6.31
SULAWESI TENGGARA 3.30 3.19 3.52 4.58]
GORONTALO 4.28 37 3.76 4.28|
SULAWESI BARAT 3.21 3.01 2.98 3.32]
MALUKU 9.29 6.95 6.69 T:57
MALUKU UTARA 533 4.63 4.81 5.15]
PAPUA BARAT 6.49 6.45 6.43 6.80)
PAPUA 3.62 3 3.51 4.28]
INDONESIA 5.50 5.3 5.23 7.07

Sumber: BPS Angka Masyarakat Yang Menganggur Terbuka di Indonesia.

Dari tabel di atas terlihat bahwa angka pengangguran di Provinsi Indonesia
bahwa Provinsi Riau pada tahun 2017 dan 2018 Provinsi Riau berada pada urutan
ke-10 dengan tingkat pengangguran sebesar 5,95% dan pada tahun 2019 Provinsi
mendapatkan urutan yang naik menjadi ke-9 dengan tingkat pengangguran sebesar

5,76%, akan tetapi di tahun 2020 Provinsi Riau menurun menjadi urutan ke-13



dengan tingkat pengangguran sebesar 6,32%. Hal ini mengindikasikan Provinsi
Riau masih tergolong paling tertinggal dalam menanggulangi persoalan

pengangguran di Indonesia.

Pengangguran memiliki sebab utama yaitu tidak sebandingnya antara
rencana membangun pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja yang mana
hal ini tidak cocok dengan jurusan yang sudah dipilih oleh mereka, akibatnya
lulusan-lulusan yang berasal dari jenjang pendidikan atas entah itu general
ataupun kejuruan dan perguruan tinggi itu tidak mampu masuk seluruhnya ke
dalam lapangan pekerjaan yang ada. Realita di lapangan lembaga pendidikan

hanya melahirkan pencari kerja bukan para pencipta lapangan kerja.

Angka masyarakat yang menganggur se-nasional pastinya diakibatkan
oleh angka masyarakat yang menganggur di perkotaan sampai daerah-daerah
terselubung lainnya (Mulyadi, 2016)). Problem apakah masyarakat yang
pengangguran bukan hanya pemerintah ditingkat nasional yang bertanggung
jawab begitu juga dengan juga pemerintah di tingkat daerah, tentunya pemerintah
daerah dituntut agar memperluas lapangan pekerjaan dan meminimalisir
pengangguran pada satu daerahnya. Akan tetapi pada realitanya, Provinsi yang
punya angka tinggi masyarakat yang menganggur bahkan langkanya lebih tinggi

dari pengangguran nasional provinsi tersebut adalah Riau salah satunya.



Tabel 1.2

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi Riau

Tahun 2017-2020 (persen)

TPT

Kabupaten/Kota 2017 2018 2019 2020
Kuantan Singingi 6.50 6.05 4.88 5.21
Indragiri Hulu 4.73 4.70 4.96 491
Indragiri Hilir 4.08 408 | 476 | 4.35
Pelalawan 3.55 530 | 4.88 | 5.99
Siak 5.60 413 | 433 | 5.80
Kampar 593 | 545 | 598 | 6.15
Rokan Hulu 6.17 5.40 4.71 4.42
Bengkalis 8.62 10.05 9.62 9.31
Rokan Hilir 4.59 6.09 4.96 4.80
Kepulauan Meranti 4.54 6.84 6.19 7.94
Pekanbaru 891 | 8.42 7.86 8.56
Dumai 8.94 6.04 | 6.47 | 8.19

Sumber: BPS Riau Tingkat Pengangguran Terbuka.

Dari tabel 1.2 bisa dilihat bahwa pengangguran di provinsi Riau dalam
lima tahun yaitu 2017-2020 mengalami kenaikan dan penuruanan. Angka
pengangguran terbuka yang dapat dikatakan tinggi dari tahun 2017-2020 di Kota
Dumai di Provinsi Riau ialah di tahun 2017 sebesar 8,94%, sedangkan Kabupaten
Indragiri Hilir pada tahun 2018 menjadi tingkat pengangguran terendah sebesar
4,08% namun di tahun 2019 Kabupaten Siak menjadi tingkat pengangguran
terendah sebesar 4,33%, dan pada tahun 2020 sebesar 4,35% di Kabupaten
Indragiri Hilir menjadi tingkat pengangguran terendah. Bervariasinya angka
pengangguran pada tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sangat erat dengan
kekuatan sosial di masing-masing Kabupaten/Kota tersebut, dan secara agregat

berpengaruh angka pengangguran di Riau.



Tingginya tingkat masyarakat yang menganggur bisa disimpulkan bahwa
begitu urgensinya untuk meninjau berhasilnya pembangunan ekonomi. Hal ini di
sebabkan pengangguran menjadi suatu penentu yang menunjukkan angka
kesejahteraan yang dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi. Adanya berbagai
unsur ekonomi yang dapat mengubah angka pengangguran terbuka, karena tingkat
pengangguran terbuka di Provinsi Riau merupakan indikator yang digunakan
untukmengukur tenaga kerja yang tidak terserap pasar kerja dan menggambarkan

kurang termanfaatkan nya pasokan tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran di
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Kondisi seperti ini akan mengakibatkan suatu
pertumbuhan dan juga keadaan suatu perusahaan yang berjalan di daerah yang
berkaitan. Semakin meningkatnya perekonomian di Kabupaten/Kota maka
semakin tinggi peluang kerja yang berkembang untuk sebuah perusahaan dan
dapat memperluas lapangan pekerjaan serta kesempatan kerja bagi masyarakat di
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Pertumbuhan ekonomi juga dapat menunjukan
sejauh mana aktivitas perekonomian sehingga dapat menghasilkan tambahan

pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu.
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Sumber: BPS Riau PDRB ADHK Kabupaten/Kota.

Gambar 1.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau

(Milyar Rupiah)

Bila dilihat dari gambar 1.1 menunjukkan perkembangan ekonomi di
Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota tahun
2017-2019 terjadi peningkatan di Kota Pekanbaru sebesar 64619.26
Milyar/Rupiah sampai 72183.56 Milyar Rupiah. Dan Kabupaten Bengkalis secara
berturut-turut dari tahun 2017 — 2020 mengalami penurunan dari 79189.78 Milyar
Rupiah sampai 73856.50. Akan tetapi di tahun 2020 justru Kota Pekanbaru
mengalami penurunan drastis hingga 69000.14 Milyar Rupiah. Artinya
pertumbuhan ekonomi ini tergolong cukup rendah pada tingkat pengangguran di

Kabupaten/Kota Provinsi Riau.



Sebutan pertumbuhan, perkembangan dan pembangunan acap kali dipakai
secara bergantian, namun memiliki maksud yang sama. Jika istilah itu dipakai
secara bersamaan maka akan memiliki definisinya tersendiri yang lebih khusus.
Dijelaskan jika ada ekonomi yang mengalami pertumbuhan lalu terjadi pula
peningkatan pekembangan, hasil serta pertumbuhan ekonomi, jika bukan hanya
mengenai terdapatnya hasil yang banyak, begitu pula dengan kelembagaan yang
berubah dan teknik pengetahuan yang membuat hasil semakin banyak (Irawan &

M Suparmoko, 1999).

Upah adalah faktor yang salah satu menentukan tingkat pengangguran.
Upah ialah imbalan yang diterima oleh seorang pekerja lepas dalam suatu jumlah
uang yang berikan kepadanya (Mankiw, 2000). Penentuan jumlah upah yang
diberikan ditentukan oleh pemerintah pada suatu wilayah yang akan
mempengaruhi angka pengangguran di suatu wilayah tersebut. Semakin besar
upah yang ditentukan oleh pihak pemerintah akan akan mempengaruhi

menurunkan angka pekerja pada negara tersebut.

Besaran upah sangat mempengaruhi tingkat pengangguran yang terjadi.
Tenaga kerja telah menentukan tingkat upahnya dalam standar minimum tertentu.
Apabila upah yang diterima oleh karyawan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau itu
rendah dibawah tingkat upah minimumnya, maka akan menyebabkan peningkatan
jumlah pengangguran pada Kabupaten/Kota Provinsi Riau tersebut. Dari segi
pengusaha, apabila tingkat upah minimum meningkat, maka biaya yang
dikeluarkan pengusaha tersebut juga akan terpengaruh, sehingga pengusaha akan

berusaha untuk menekan biaya produksi akibat peningkatan upah dengan



pengurangan tenaga kerja. Sehingga, menyebabkan jumlah pengangguran menjadi

bertambabh.
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2017 2018 2019 2020
B Kuantan Singingi M Indragiri Hulu M Indragiri Hilir Pelalawan
H Siak B Kampar B Rokan Hulu B Bengkalis
M Rokan Hilir B Kepulauan Meranti MPekanbaru W Dumai

Sumber: BPS Riau Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Gambar 1.2
Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Riau

(Rupiah per orang per bulan)

Jadi gambar 1.2 menunjukkan minimum upah di Kabupaten/Kota Riau,
pada tahun 2017 - 2018 secara berturut-turut Kabupaten Bengkalis tetap unggul di
urutan pertama dengan jumlah sebesar 2.685.547 — 2.919.458 Rupiah. Sedangkan
di tahun 2019 — 2020 Kota Dumai selama dua tahun berturut-turut mengalami
kenaikan dari 3.118.453 — 3.383.834 Juta Rupiah. Dan Kabupaten Rokan Hilir
selama lima tahun berturut-turut memiliki upah minimum yang paling rendah dari

2.129.650 — 2.937.783 Juta Rupiah.
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Oleh sebab itu semakin meningkatnya upah yang ditentukan akan
mempengaruhi besarnya angka masyarakat yang menganggur (Kaufman & Julie,
1999). Karena terjadinya hal ini dapat dipengaruhi oleh semakin meningkatnya
jumlah upah yang diberikan yang mana berpengaruh pada meningkatnya cost
yang wajib dibayarkan oleh sebuah emiten menyebabkan perusahaan akan

menekan beban dengan meminimalisir jumlah tenaga kerja yang di gunakan.

Angka penduduk adalah faktor minoritas yang mempengaruhi angka
masyarakat yang menganggur pada suatu daerah. Angka penduduk yang banyak
akan mempengaruhi kepada angka angkatan kerja yang berkontriubusi untuk
pembangunan atau dapat disimpulkan oleh jumlah pekerja yang dapat memasuki
lapangan pekerjaan yang tentunya akan semakin meningkat. Meningkatnya
angkatan yang tidak selaras dengan adanya lapangan kerja dan kesempatan untuk

bekerja yang akan melahirkan para pengangguran.

Dengan adanya tingkat pendidikan yang tinggi akan memberikan
kemampuan bagi lulusan SMA/sederajat yang menjadikan sumber daya manusia
berkualitas dan memberikan efektivitas produksi yang akhirnya dapat

menyumbang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Riau.

Masalah baru yang timbul ketika terjadi peningkatan jumlah lapangan
kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan. Maka menjadi suatu persoalan
yang perlu dipecahkan dalam perekonomian di Kabupaten/Kota Provinsi Riau.

Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di
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bidang ekonomi, melainkan masalah dibidang sosial seperti kemiskinan dan

kerawanan sosial.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas Yang Berpendidikan SMA ke Atas

Kabupaten/Kota Provinsi Riau (Jiwa)

Indikator Pendidikan Penduduk 15 Tahun Ke Atas
Kabupaten/Kota Yang Berpendidikan SMA Ke Atas
2017 2018 2019 2020
Kuantan Singingi 19.862 47.461 75.059 61.259
Indragiri Hulu 34.462 33.537 34.000 33.769
Indragiri Hilir 44.472 39.813 42.143 40.789
Pelalawan 38.074 48.489 51.692 50.091
Siak 74371 77.884 81.39 79.648
Kampar 72.545 69.867 71.204 70.537
Rokan Hulu 55.365 67.500 95.651] 81.574
Bengkalis 48.365 31.509 65.22] 98.932
Rokan Hilir 43.15 59.108 75.059 76.679
Kepulauan Meranti 36.864 37.334 36.394 38.274
Pekanbaru 140.4172 139.299 147.337 155.374
Dumai 36.660 38.069 35.25() 36.660)

Sumber: BPS Statistika Dalam Angka Kabupaten/Kota Provinsi Riau.

Berdasarkan Tabel 1.3 memperlihatkan jumlah masyarakat dengan umur
lima belas dan diatasnya yang berpendidikan SMA pada setiap Kabupaten/Kota di
Provinsi Riau. Pada tahun 2017 — 2020 diantara 12 Kabupaten/Kota denganjumlah
penduduk tertinggi dimiliki Kota Pekanbaru pada tahun 2017 denganjumlah sebesar
140.412 Jiwa, meskipun 2018 Kota Pekanbaru mengalami penurunan sebesar
139.299 Ribu/Jiwa, dan pada tahun 2019-2020 Kota Pekanbarumengalami kenaikan
sebesar 147.337 Jiwa sampai 155.374 Jiwa Sedangkan untuk jumlah penduduk
terendah dimiliki oleh Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah sebesar 19.862
Jiwa. Pertumbuhan penduduk yang berpendidikan makin meningkat dengan pesat
akan menyebabkan banyak problem baru yang mana salah satu dari problematikanya

ialah pengangguran.
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Pengangguran yang sudah disebabkan oleh kemampuan daya beli
masyarakat yang dapat menimbulkan adanya hubunga terhadap inflasi, karena
dengan itu inflasi dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam kurun waktu
tertentu, maka tinggi nya inflasi bisa dapat mengakibatkan pada kenaikkan bungan
pinjaman. Dengan demikian, tingkat suku bunga yang tinggi akan menurunkan
tingkat investasi untuk memperluas beberapa sektor yang dianggap sangat
produktif. Dengan ini akan membantu pengangguran yang besar karena kecilnya

peluang kerja.

Inflasi ialah suatu peristiwa dimana terjadi kenaikan terhadap harga barang.
Sedangkan tingkat inflasi ialah persentasi dari naiknya harga barang pada suatu
periode tertentu (Sukirno, 1994). Inflasi dan pengangguran merupakan problem
utama dari suatu perekonomian, inflasi ini merupakan suatu pokok permasalahan
yang diperhatikan bagi semua negara termasuk di Negara Indonesia, salah
satunya ada di Provinsi yang mengalami inflasi ialah Riau yang dapat dikatakan
cukup besar pula tingkat penganggurannya, permasalahan ini harus benar-benar
menjadi perhatian bagi pemerintah dan tentunya membutuhkan pemecahan
masalah (solusi) yang wajib mendapatkan pembinaan supaya mendapatkan
keterampilan demi memudahkan proses untuk mendapatkan pekerjaan atau
dengan alternatif demi membuat lapangan kerja semakin luas dan menyeluruh,
karena kedua problem ini ialah problem dalam waku yang panjang dan menjadi
ketakutan dalam hal perekonomian di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, bisa
dikatakan jika perekonomian dan angka pengangguran sedikit maka inflasi di

Kabupaten/Kota Provinsi Riau itu sangat bagus.
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Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah di atas, pengangguran di
Kabupaten/Kota Provinsi Riau masih belum stabil, Hal ini dikarenakan tidak
meratanya hasil usaha pemerintah dalam meminimalisir pengangguran di Provinsi
Riau. Atas hal ini perlu untuk dilakukannya penelitian terhadap berbagai hal yang
berpengaruh terhadap angka pengangguran berbagai hal yang berpengaruh
terhadap angka pengangguran di Provinsi Riau. Dari penjelasan tersebut, penulis
memutuskan untuk membuat judul penelitian “Pengaruh Indikator Ekonomi
Makro dan Pendidikan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran di

Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2020”

1.2 Rumusan Masalah
Dari pernjelasan mengenai latar belakang yang dideskripsikan sebelumnya,

maka permasalahan yang dibahas pada penelitian kali ini yaitu:

1. Bagaimana perkembangan tingkat pengangguran terbuka, PDRB, inflasi,
upah minimum Kabupaten/Kota, pendidikan penduduk, dan jumlah
penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2011-2020?

2. Bagaimana pengaruh PDRB, inflasi, upah minimum Kabupaten/Kota,
pendidikan penduduk, dan jumlah penduduk baik secara parsial maupun
terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun

2010-2020?



1.3
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Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian kali ini yaitu:

Menganalisis perkembangan tingkat pengangguran terbuka, PDRB, inflasi,
upah minimum Kabupaten/Kota, pendidikan penduduk, dan jumlah
penduduk di Kabupaten/Kota ProvinsiRiau tahun 2010-2020.

Menguji pengaruh PDRB, inflasi, upah minimum Kabupaten/Kota,
pendidikan penduduk, dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran
di Kab/Kota di Provinsi Riau tahun 2010- 2020 baik secara parsial maupun

simultan.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dan kegunaannya yang didapatkan dari penelitian ini

dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1.

Manfaat Teoritis

Menjadi tempat dalam pemakaian teori-teori ekonomi makro yang
berisikan bagaimana adanya korelasi antara PDRB, inflasi, upah minimum
Kabupaten/Kota dan indikator pendidikan penduduk masyarakat kepada
angka besar kecilnya pengangguran terbuka. Bisa menjadi acuan dalam
penelitian dikemudian hari.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan berpatokan untuk
pemerintah dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan PDRB,
inflasi, upah minimal Kabupaten/Kota dan indikator pendidikan penduduk

kepada tingkat pengangguran yang terbuka.



BAB II

KAJIAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU,

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Ketenagakerjaan

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Mengenai
tenaga kerja. “Tenaga kerja ialah tiap individu yang sanggup untuk bekerja guna

memproduksi entah itu untuk keperluan pribadi maupun orang lain”.

UU No.13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan sudah menetapkan definisi
dari ketenagakerjaan ialah semua hal yang berkaitan dengan kerja di saat sebelum,
sedang dan sesudah waktu bekerja. Jadi, yang kontrol dalam UU merupakan
semua hal-hal yang bersangkut paut dengan pekerja dan buruh, worker, laborer,
tenaga kerja atau karyawan ialah orang yang melakukan kegiatan bekerja demi
mendapatkan imbalan berupa pendapatan (gaji) entah itu berbentuk uang maupun

bentukan lainnya.

Buruh, pekerja, tenaga kerja dan karyawan pada dasarnya memiliki
kesamaan akan tetapi di Indonesia buruh dipandang rendah dalam budayanya,
juga di pandang terhina, kasar, dan lainnya. Di sisi lain para pekerja, tenaga kerja
dan karyawan merupakan panggilan untuk para buruh yang berstatus lebih tinggi,

dan panggilan ini biasanya diberikan kepada para buruh yang bekerja
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tidak menggunakan otot akan tetapi otak untuk menyelesaikan pekerjaannya,
namun pada dasarnya semua istilah atau sebutan ini memilki definisi yang sama
yaitu pekerja. Berdasarkan UU No.13 Tahun 2013 mengenai Ketenagakerjaan
dijelaskan bahwa para buruh merupakan pekerja yang dibayar dengan imbalan

berbentuk lain (Undang Undang, 2000: 13).

Tenaga kerja diartikan dengan seseorang yang masih masuk dalam usia
kerja (working-age population). Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk
berumur 15 tahun atau lebih. Berdasarkan definisi yang di ambil dari BPS, tenaga
kerja (manpower) seluruh lapisan masyarakat yang masih masuk dalam usia
bekerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang memiliki potensi untuk menghasilkan

produk (UU No.25 Ketenagakerjaan, 1997).

Dalam definisi tenaga kerja tidak disebutkan usia maksimal, dengan alasan:
Indonesia tidak mempunyai jaminan sosial nasional, misalnya dalam bentuk
tunjangan hari tua. Oleh karena itu masih banyak penduduk usia tua atau dalam

usia pensiun masih aktif bekerja.

Tenaga Kerja = Angkatan Kerja + Bukan Angkatan

KerjaAngkatan Kerja = Supply Tenaga Kerja

= Penyediaan Tenaga Kerja

Angkatan Kerja = Yang Bekerja +

Pengangguran

Masyarakat yang sedang memiliki pekerjan ialah masyarakat yang dalam
waktu seminggu sebelum pencacahan bekerja guna mendapatkan atau

membantu.






